BAB III

OBYEK LAPORAN KKL

3.1
Gambaran Umum BPMPPT Kota Bandung

3.1.1
Sejarah Pembentukan


Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mendorong investasi di Kota Bandung, pada tahun 2002 membentuk unit pelayanan satu atap. Namun, dalam perkembangannnya, lembaga ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat.


Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi harapan masyarakat  dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan/kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan juga dalam upaya mewujudkan Bandung Kota Jasa Yang Bermartabat Tahun 2008, Bapak Walikota Bandung berinsiatif membentuk Birokrasi baru yang mengemban tugas dan fungsi dalam memberikan layanan yang lebih responsif, bertanggungjawab, akuntabel, transparan dan memiliki kepastian hukum. Lembaga birokrasi tersebut bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  Perizinan Terpadu (BPMPPT).


Insiatif pembentukan BPMPPT, dalam perjalanannya mendapat respon positif dari DPRD Kota Bandung. BPMPPT dimasukan sebagai lembaga teknis Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) huruf f jo Pasal 9 peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

3.1.2
Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, BPMPPT memiliki tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu.


Selanjutnya, badan ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

b. Membina dan melaksanakan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan usaha, perizinan nonusaha, serta data dan sistem informasi;

c. Melaksanakan pelayanan teknis administratife badan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

3.1.3 
Visi dan Misi


Visi BPMPPT adalah “Terpercaya dan unggul dalam pelayanan, perizinan, dan perinvestasian menuju Kota Jasa yang Bermartabat.” Adapun Misi BPMPPT adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional;

b. Membentuk jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama antarkota dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi;

c. Meningkatkan sistem informasi manajemen pelayanan yang berbasis E-government;

d. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya local, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hokum;

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan penanaman modal.

3.1.4 
 Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)

	1
	Kepala Badan
	1

	2
	Sekretaris
	1

	3
	Kepala Bidang
	4

	4
	Kepala Sub Bagian
	2

	5
	Kepala Sub Bidang
	8

	6
	Pelaksana
	152

	Jumlah
	168



*) Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPPT Tahun 2008

Tabel 3.2. Data Pegawai PNSD Berdasarkan Golongan

	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)

	1
	IV
	5

	2
	III
	74

	3
	II
	43

	4
	I
	1

	Jumlah
	123



*) Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPPT Tahun 2008


Tabel 3.3. Data Pegawai PNSD Berdasarkan Golongan

	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)

	1
	PNS
	123

	2
	TKK
	34

	3
	Sukwan
	11

	Jumlah
	168



*) Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPPT Tahun 2008
Tabel 3.4. Status Pendidikan PNSD

	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)

	1
	Strata II
	18

	2
	Strata I
	45

	3
	Diploma
	13

	4
	SLTA
	45

	5
	SLTP
	2

	6
	SD
	-

	7
	Lainnya
	-

	Jumlah
	123



*) Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPPT Tahun 2008

Tabel 3.5. Data PNSD Berdasarkan Jenis Kelamin

	No
	Jabatan
	Jumlah (orang)

	1
	Laki - laki
	94

	2
	Perempuan
	29

	Jumlah
	123



*) Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPPT Tahun 2008

Struktur Organisasi BPMPPT Kota Bandung
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(Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007)

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BPMPPT

*) Sumber: Buku Company Profile bpmppt.

3.1.5  Fasilitas dan Jenis Pelayanan yang Diberikan
Guna mendukung kemudahan dan kelancaran dalam proses pelayanan perizinan, BPMPPT Kota Bandung menyediakan Beberapa Loket/tempat Pelayanan. Loket-loket tersebut diantaranya yaitu satu Loket Informasi dan Pengaduan, empat loket Pelayanan Perizinan atau tempat pendaftaran permohonan pengajuan perizinan. Loket ini terbagi dalu dua bagian yaitu loket bagian pelayanan perizinan usaha dan loket bagian pelayanan perizinan nonusaha. Kemudian BPMPPT juga meiliki satu loket yang bertugas menyerahkan izin yang telah diterbitkan, yaitu loket penyerahan izin. Selain sarana dan prasarana tersebut, di BPMPPT Kota Bandung disediakan tempat pembayaran yaitu Bank. Bank tersebut adalah Bank Jabar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

BPMPPT memberikan akses kepada masyarakat untuk mengontrol aktivitasnya sebagai berikut:

a. Memberikan akses kepada pemohon untuk memantau (proses) perizinan yang sedang diajukan melalui internet maupun handphone;
b. Menyediakan layanan pengaduan melalui internet maupun handphone (SMS gateway);

c. Melaksanakan survey kepuasaan kepuasan pelanggan secara berkala melalui internet maupun handphone (SMS gateway).


BPMPPT memberikan informasi yang berkaitan dengan persyaratan, biaya, dan prosedur berikut:

a. Tersedianya papan informasi biaya, persyarataan dan prosedur di ruang-ruang public (ruang tunggu);

b. Tersedianya informasi biaya (nilai dan tatacara perhitungannya), persyaratan dan prosedur melalui website, mobile service, dan computer touch screen;
c. Adanya petugas khusus informasi yang siap sedia melayani dengan ramah dan profesional
BPMPPT juga memberikan layanan  langsung kepada masyarakat meliputi berikut:

a. Membangun website sebagai sarana informasi dan aplikasi perizinan yang dapat diakses oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun dengan menggunakan internet (www.bpmppt.bandung.go.id) atau handphone;
b. Tersedianya mobile service

Pelayanan perizinan yang diberikan meliputi pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan, yang terdiri dari:

Perizinan dalam pemanfaatan tata ruang.

1. Izin lokasi;

2. Izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT);

3. Izin mendirikan bangunan (IMB);

4. Izin pemancangan tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan sejenisnya;

5. Izin pembuatan jalan masuk pekarangan.

6. Izin pembuatan jalam masuk di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan sejenisnya.

7. Izin penutupan/penggunaan trotoar, berm dan saluran.

8. Izin pematangan lahan/tanah.

9. Izin pengelolaan air bawah tanah.

10. Izin penggalian ruang milik jalan (Rumija).

11. Izin pengambilan air permukaan.

12. Izin pembuangan air buangan ke sumber air.

13. Izin perubahan alur, bentuk, dimensi, dan kemiringan dasar saluran/sungai.

14. Izin perubahan atau pembuatan bangunan dan jaringan pengairan serta perkuatan tanggul yang dbangun oleh masyarakat.

15. Izin pembangunan lintasan yang berada di bawah/di atasnya.

16. Izin pemanfaatan bangunan pengairan dan lahan pada daerah sempadan dan saluran/sungai.

17. Izin pemanfaatan lahan mata air dan lahan pengairan lainnya.

Perizinan Operasional Usaha

1. Izin undang-undang gangguan (HO)/izin tempat usaha.

2. Tanda daftar perusahaan.

3. Izin usaha perdagangan (SIUP).

4. Tanda daftar gudang (TDG).

5. Tanda daftar industri (TDI)

6. Izin usaha industri (IUI)

7. Izin usaha kepariwisataan (IUK)

8. Izin trayek

9. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)

10. Izin pengelolaan tempat parkir 

11. Izin jasa titipan.

12. Izin penyelenggaraan reklame

13. Izin angkutan barang.
3.2 
Penyelenggaraan PPTSP Di BPMPPT Kota Bandung

BPMPPT kota Bandung dalam rangka menyelenggarakan PTSP, terbagi dalam dua bagian (tempat pemrosesan) yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama atau bagian depan (front line) bertugas dan berfungsi untuk melayani secara langsung dan berhubungan dengan pemohon. Bagian kedua atau bagian belakang (back line), merupakan bagian yang bertugas dan berfungsi mengelola atau memproses permohonan perizinan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Front line dan  Back line berada dalam satu gedung yang sama di BPMPPT Kota Bandung. Front line memiliki satu pintu masuk bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan pelayanan. Pintu tersebut menghubungkan pemohon langsung ke ruangan yang menyediakan loket-loket pelayanan. Loket-loket pelayanan yang disediakan di ruangan tersebut terdiri dari satu loket pelayanan informasi dan pengaduan, empat loket pelayanan perizinan yang terdiri dari dua loket pelayanan perizinan usaha dan dua loket pelayanan perizinan non usaha, serta satu loket pelayanan penyerahan perizinan. Selain loket-loket pelayanan ruangan tersebut juga menyediakan fasilitas tempat pembayaran, yaitu Bank Jawa Barat (JABAR) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Di ruangan tersebut juga disediakan informasi-informasi penting mengenai jenis-jenis izin yang dilayani dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan perizinan. Dengan informasi yang disediakan tersebut, calon pemohon akan mudah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas untuk  mendapatkan pelayanan. Namun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pemohon dapat menghubungi loket pelayanan informasi dan pengaduan. Kemudian setelah pemohon mendapatkan informasi yang diperlukan, tinggal melaksanakan tata cara pelayanan perizinan yang telah ditentukan. Pemohon dapat melakukan pendaftaran dan tinggal menunggu waktu penyerahan hasilnya, serta melakukan pembayaran di ruangan tersebut.

Pelayanan perizinan yang diberikan oleh BPMPPT Kota Bandung, sekitar 30 (tiga puluh) jenis izin yang dilayani baik usaha maupun non usaha. Melalui front line, pemohon dapat mengajukan lebih dari satu jenis pelayanan di ruangan tersebut. Pelayanan perizinan dapat berupa satu perizinan atau mencakup lebih dari satu jenis izin atau Izin Paralel. Pemrosesan layanan perizinan parallel dilakukan secara terpadu dan bersamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satu permohonan berlaku untuk segala jenis perizinan yang dimohon;

b. Satu proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan semua perizinan yang dimohon;

c. Setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon.


Adapun kegiatan yang diselenggarakan di back line ialah setelah semua ketentuan dipenuhi para petugas dan pejabat yang berwenang akan memproses pengajuan permohonan izin lebih lanjut. Mulai dari pengecekan ke lapangan oleh tim teknis, hingga pembuatan keputusan dan penerbitan izin oleh pejabat yang berwenang di lakukan di bagian tersebut. Izin yang telah diterbitkan akan diserahkan kepada pemohonnya melalui loket pelayanan penyerahan izin. Dengan demikian pemohon tinggal mengambil hasilnya di loket tersebut dan membayarnya di tempat pembayaran (Bank) yang telah tersedia juga di ruang depan (front line).

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perizinannya BPMPPT Kota Bandung melayani dan memproses beberapa jenis perizinan, mulai dari pengajuan permohon hingga penerbitan hasil (dokumen) izinnya dilaksanakan dalam satu tempat. Calon pemohon pelayanan perizinan hanya tinggal masuk ke ruangan yang menyediakan loket-loket pelayanan melaui satu pintu utama di bagian depan (front line). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Bandung dilaksanakan melalui pola penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PPTSP). 
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